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"PEME] 'NTAH telah mémbentuk Badam sana;
“Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas(Balz ligas)s

'melalui Peraturan Pemerintah (PP) No“4’272002un-
tuk bertugas mengelola sektor hulu mdus ginyak . | . - REAEY 3 PR B, o
gnasmnal yang, selama lebih dari 30 tahiif difak sana-““’ ! mam dan pengekspor gab alam caxr ter-'
‘kan' Badan Usaha Milik Nega.ra (BUMN).'Menurut besar di dum& Kebutuhan ?»BM,masyarakat dapat -
pemermtgh pengalihan ini dimaksudkan agar fung-. . dlpenuhl tanpa gangguan berarti. Sejak 1970 sektor
agi waslt afau pengawas dipisahkan dari fungsi bisnis, - | . migas mampu memberikan kontribusi sngmﬁkan
sq a ini ‘dirangkap’ Pertamina., Dengan pe- ., baik kepadaAPBN maupun kepada penerimaan de-
ersebut, menurut pemenntah ?ertamma . visa nasional. - .
a-UUNo. 22/2001 dapat berkonsentrasi untuk ' Butuh penyempurnaan
: rusahaan mmyak kelas dunia. : ',  Akumuilasi gross revenues dari kegiatan KPS yang
0D mxsahan fungsi wasit dan pemain sangat ' dikelola Pertamina sejak 1970-2000 mencapai jum-
grefia bertentangan dengan' fakta bahwa sela- ‘lah luar biasa, tidak kurang dari US$333 miliar tan-
int.Pe tamma bukan d)erupakan BUMN yang i«.pa ada satu, ;sen pun uang keluar dari pemerintah/
N gkan peran ‘wasit dan pemain§ Kecualj APBN Ini merupakan fakta tidak terbantahkan be-
n50al penentuan harga BBM yang jusufu peme: © tapa format pengembangan‘industri migas nasional
pdiri menugaskan Pertamina lewat I{eppres " , berdasarkan UU No 44/1960 dan UU Pertamina No

N /2002, bukan’oleh UU' Pertamma N 841971, 1 .| XTI GRS
¥ Pénge] laan‘éek’tol'uhulu pleh BUY Selatna ini '+ |1 Jur T ,
‘ di N44/1560. KuasaPertamibang: |mernwtg,'§f m‘tl k dlbgl"Lkan‘_' .

Y tserablcan kepada BUMN - 7 % epara Balak ataupun kepada.... ..

tuk men; per: tmaks al bagi ma-
syarg]kaggd‘?nnse %}ﬁt}ne?ggmafa di ur::ana pun “di ¥ § UM" tapl oleh menteriterkait!''

dunia jnitidak bisa melakiikan kegiatan bisnis; se-» 1 malah dlher,kan kepada investor,

mentara upaya mengubah kekayaan negarayang ber-' " | |
ada di.dalam perut bumi agar bermanfaat bagi ma- | yakn[ kepada badan usaha Fall g

.syarakat merupakan kegiatan bisnis. Pengelolaan'» bentuk usaha tetap berdasarka
‘ kontraktor prodiction sharing (KPS) juga merupa- ! LA Pasa| 12 ayat 34 kY

“kan keg:atan bisnis karena KPS pada hakikatnya

merupakan kontrak bisnis, bukannya izin usaha. . ‘ ‘Menterl menetapkan badan usaha

o ll;’kraktﬂaxkselalmalx)m fulngsxlreg/ulasx dant:ﬁsnt tﬁtap : dan bentuk usaha tetap'yang diberi

; sanakan lembaga legislasi/pemerintah terkait ,
;bukan dilakukan BUMN. Yang memberikan kesan: ~ | » WOWGRAng melakukan keyla,tan

: seolah‘olah Pertamina menjadi regulator karena ada- - ‘ eksploraSI dan eksploitasi

“hyd’ bqberapa keppres (bukan UU No 8/1971) yang T S ;

'menyangkut pembelian dan pengadaan barang dan . s :
)asa, dengan Pertamina dipakai sebagi ‘alat! dalam-y,|  8/1971 sudah pada track yang behar Tapi, masxh
membagl -bagi proyek. Karena itu, tidaklah’ tepat me- ‘il * membutuhkan penyempurnaan mnpa harus meru-

amakan pola pengembangan industri migasinasio- ‘| sak tatanan yang sudah terbuku bermanfaat besar

al laxﬁaSOtahundenganpermamanyangmeng-= . baginegara.' 't - Crives 4 2t

gabungkan fungsi wasit/regulator dan fungsi pemain. Dengan berbekal j Jargon permsahan fungsn wasit

Kalaulah benar kedua fungsi tersebut selama ini di- dan pemain serta jargonmemadxkan Pertamina per-
‘ g di tangan BUMN maka mustahil industri .| ‘usahaan kélas.dunia, pemerintah:telah berhasil -

yakan nasxonal bisa berjalan dan berkembang .| meyakinkan DPR-dan masyarakat 'sehingga RUU.
sepertlkxm w4 8] o fat Migas 'berhasil disetujui menjadi' UU No 22/2001
UU No 8/1971 disahkan hmgga 2000, mdus- .|+ pada November 200LPadahal kalau ditelaah lebih
munyakan nasional berkembang-dengan me*! | " teliti, ternyata'UU ini menyimpang secara diametral
ngpghmkan Produksi minyak‘mentah (crude) me- dari UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 menyangkut keten-
mngkat flari hanya sekitar 300 ribu barel perhari $674: | 4,fuan meng;paxku,a;a!pq m IR A
“beluim:1970 tenjadi sekitar 1.300 ribu barel s hark' T ¥ £ ‘Penyirpanganersebutiteriadikarena Kb hag. |
rpada Z(X)O (bahkan pernah mencapai 1,7, juta barel: <] dlperoleh pemenntah “dari negara.seperti tersebut
per haﬁ pada 1981). Pertamina telah berkembang di dalam Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 UU No 22/2001
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yang‘ d¢ﬁmsn KP-pya tercantum. padg
5, Qleh menten terkait melalui P
:Na.22/2001,/KP, tetsebut diberikantkepg
‘orang seqrang, yakni kepada mvesfo 78
mestik ‘(badan usaha dan bentuk 0s
nyerahan KP kepada pihak. orang seorang dan bu-
kan diberikan kepada Balak atau kepada BUMN
adalah jelas-jelas melanggar konstitusil o, o o
Dalam Pasal 4 ayat 1 dikatakan bahwg.‘Mmygk
dan gas bumi sebagai sumber daya, alam sj;ategxs
tak terbarukan yang terkandung di dalam’ w11ayah
hukum pertambangan Indonesia merupakan keka-’
yaan nasional yang dikuasai oleh negara’. Pasal 4
ayat 2; ‘Penguasaan oleh negara sebagaimana dimak- '
sud dalam ayat 1 diselenggarakan oleh pemenntah
sebagai pemegang kuasa pertambangag .ﬂ?eﬁmsn
KP berdasarkan-Pasal 1 angka 5:'‘Kuasa pertam
bangan adalah wewenang yang diberikan negarg ke-
pada pemerintah untuk menyelenggarakan keglatan'
eksplorasn dan eksploitasi’. -~ . "
'I‘ernyata KPini pdak dxbenkzm ke da Bglqlg tau-

‘piin Képada BUMN, tapi oleh menterp :

‘diberikan kepad investor, yakni képaga’ Qah usa-
ha'(BU) dan bentuk usaha tetap (BU’I')'b(;

kan Pasal 12 ayat 3: ‘Menteri menetapkan' badan
usaha dan bentuk usaha tetap yang diberi wewenang™
melakukan kegiatan usaha eksplorasi dan exsploxtasx i

pada wilayah kerja sebagaimana dimaksud ayat 2'; -

Sedangkan Pasal 6 ayat 2 hanya menyangkut | per-!
syaratan minimal dari kontrak kerja sama' dengan
migas yang dihasilkan KPS baru beralih kepemilik- "
annya di titik penyerahan. Pasal 6 dan pasal- pasal)'
lain dalam UU No 22/2001 sama sekali ndak ‘bisa :
menganulir KP § yang telah dlserahkan kepada BU"
danBU’r L ts ._\llnl aut

Selain itu, karena definisi KP berdasarkan Pasaf {
1 angka 5 di‘atas hanya mencakup keglalan ‘haly”
(eksplorasi dan eksploitasi), padahal’ menprut 161078
No 44/1960 dan UU No 8/1971 KP yang dipenkan'-_iv
kepada BUMN Pertamina mencakup juga’ k}gmtan"
hilir (produksi dan distribusi BBM), makatUU;No'!
22/2001 jelas melanggar UUD 1945 Pasal 33ayat 28

Dengan UU No 22/2001, produksi dan’ distribsit"
BBM—kebutuhan yang menguasai haja'ﬂ”hidup'J
orang banyak yang hingga kini belum ada suyén;usx- h
nya secara memadai—akan sepenuhnya diserahkan -
kepada swasta (BU dan BUT). Dengan'UU. No 22/
2001 Pertamina akan berubah menjadi PT (pesero)i
yang sewaktu-waktu dapat dijual kepada siapa pun
termasuk kepada perusahaapminy ak y \
pangan terhadap Konstitusi ini h;rus seg
dijernihkan’ lembaga berwenang, atau UU:
22/2001 harus segera diamendemen.*** " " /}
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